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Abstrak
 

Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi di Indonesia dimana saat ini

jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain daripada itu akibat

tingginya laju urbanisasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan berkembangnya

kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi peningkatan

kualitas orang-orang yang datang dan menetap di kota menjadikan kota semakin padat. Sebagian besar

penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Krisis ekonomi yang terjadi semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan fisik di kawasan

permukiman padat penduduk dan kumuh. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun termasuk

pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan permukiman, pula krisis tersebut meningkatkan jumlah

penduduk miskin termasuk di wilayah permukiman kumuh.

Dan dalam rangka mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh oleh

pemerintah adalah menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan meluncurkan program-

program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan

peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial -

budaya masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui konsep

pendekatan Tribina dan pengembangannya dengan konsep Catur Bina Teknologi. Namun dalam

pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan masyarakat tidak

peduli akan pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih berlakunya sistim top down

programme yang diberlakukan oleh pemerintah walaupun skalanya kecil serta tidak adanya sosialisasi

peluncuran program secara transparan, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk

mengusulkan keinginannya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan

konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh konflik kepentingan tersebut, dan untuk memecahkan penelitian,

maka ditentukan lokasi studi kasus yaitu Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat

dengan pertimbangan wilayah tersebut termasuk permukiman yang tingkat kekumuhannya di DKI Jakarta

sangat tinggi. Selain itu kondisi ,wilayahnya sangat tidak mendukung, berada 1-2 meter diatas permukaan

laut, yang mengakibatkan wilayah tersebut mudah sekali tergenang banjir, sehingga setiap kali program

perbaikan kampung dilaksanakan, hanya dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Setelah itu rusak kembali

atau kumuh kembali; selain itu juga tidak adanya dukungan partisipasi dari masyarakat setempat.

Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep dan

kebijakan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sejauh mana tingkat

keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan konflik kepentingan yang sering terjadi antara

pemerintah dan masyarakat di kelurahan Kapuk.

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Game Theory dengan AHP untuk memecahkan konflik
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kepentingan yang terjadi dan menentukan alternatif kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh

masyarakat dan pemerintah yang seimbang sehingga setiap program yang diluncurkan dapat dilaksanakan

secara terpadu dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat dapat merasa

memiliki seluruh hasil pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial - budaya.

Dari hasil analisa dengan AHP dan Game Theory didapatkan hasil akhir payoff antara pemerintah dan

masyarakat terjadi keseimbangan strategi yaitu pada strategi peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan

memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif kepada masyarakat sehingga

mendapatkan niiai tambah dan mendukung usaha-usaha masyarakat serta membangun, merehabilitasi dan

melengkapi fasilitas usaha seperti prasarana dan sarana  tempat usaha, yang merupakan strategi terbaik

dalam menghadapi strategi masyarakat yakni menempati bangunan rumah seadanya yang notabene non

standard dengan tujuan utama dapat berteduh dari panas dan hujan untuk selanjutnya dapat

mengkonsentrasikan diri dalam mencari nafkah, demikian pula sebaliknya. Kedua strategi tersebut

(pemerintah dan masyarakat) sama kuatnya.

Dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang akan terjadi maka tugas Pemerintah termasuk

pemerintah daerah lebih terkonsentrasi sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Untuk itu analisis yang

sangat mungkin terjadi adalah masyarakat menentukan terlebih dahulu strategi yang akan dijalankan,

kemudian diikuti dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat

dalam segala bidang pembangunan baik ekonomi, fisik dan sosial - budaya. Dengan demikian diharapkan

tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Dan kebijakan pemerintah dengan membiarkan warga menempati bangunan seadanya merupakan kebijakan

dalam jangka pendek mengingat kondisi perekonomian negara masih dalam kondisi krisis, dimana

masyarakat yang berpenghasilan rendah mengutamakan mencari nafkah tanpa mempedulikan kondisi

bangunan tempat tinggal maupun lingkungannya.

Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dapat direkomendasikan kebijakan untuk jangka

menengah dan panjang, yang mengacu dari hasil analisa Game Theory yaitu pertama kebijakan peningkatan

dan pengembangan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baik usaha yang bersifat tradisional maupun

pengembangan usaha baru; kedua kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, melalui

kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan ketiga kebijakan pembangunan rumah susun sewa bagi

masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

Sedangkan dari hasil analisa sensitivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa hirarki kurang sensitif

terhadap perubahan prioritas, artinya apabila prioritas kriteria yang dilakukan oleh pemerintah di rubah,

maka strategi kebijakan yang paling baik dilaksanakan oleh pemerintah adalah peningkatan pemberdayaan

masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan hasil analisa

sensitivitas dari hasil analisa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling

baik saat ini dalam arti untuk jangka pendek dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan dan

mendukung usaha-usaha masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan usaha produktif

seluas-luasnya kepada masyarakat serta membangun dan merehabilitasi fasilitas-fasilitas seperti prasarana

dan sarana tempat usaha.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bagaimanapun bentuk program penanganan kawasan permukiman

kumuh di perkotaan dilaksanakan, maka yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak

serta masyarakat untuk ikut andil mulai dari usulan program, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

pengoperasiannya dan pemeliharaannya, sehingga program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi



masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni pemerintah harus duduk bersama-sama dengan

masyarakat untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan secara transparan sehingga

masyarakat mengerti benar akan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai

penerima program.


